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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan

pembanding negara Amerika Serikat. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat merupakan sebuah solusi

dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan,

terutama mengenai harta benda mereka. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat

perjanjian kawin mengalami perkembangan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tidak hanya mengenai

harta benda perkawinan, namun dapat juga seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan

dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga mengatur terhadap

profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung. Negara Amerika Serikat

merupakan negara common law dengan yurisprudensi sebagai sumber hukumnya. Selain adanya ketentuan

umum pemerintah federal, tiap-tiap negara bagian memiliki peraturan berbeda antar satu sama lain. Dalam

kaitannya dengan perjanjian kawin, mayoritas negara bagian mengadopsi ketentuan Uniform Premarital

Agreement Act (UPAA) sehingga peraturan tersebut berlaku sejalan dengan ketentuan masing-masing

negara bagian.Perbedaan dari masing-masing negara bagian serta sistem yang tidak membedakan hukum

keluarga dan hukum kontrak membuat negara Amerika Serikat menarik untuk dijadikan pembanding.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan megenai

perjanjian kawin di Negara Indonesia dan Amerika Serikat serta akibat hukum perjanjian kawin yang tidak

hanya mengatur mengenai harta kekayaan namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak baik di Indonesia

maupun di Amerika Serikat. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum

adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah bahwa

pembuatan perjanjian kawin yang tidak menyangkut mengenai harta benda suami atau istri pada umumnya

dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Walaupun isi dari perjanjian dapat dibebaskan,

perjanjian tetap harus mengikuti ketentuan undang-undang, agama, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban

umum.

......This research discusses the marriage agreement based on the principle of freedom of contract with the

comparator of the United States. Basically, a marriage agreement can be a solution to the problems that a

husband or wife may face in carrying out their married life, especially regarding their property. The more

democratic and critical conditions of society make the marriage agreement develop. The contents stipulated

in the marriage agreement are not only regarding marital property, but can also include the sharing of family

expenses, settlement of disputes in the household, the habit of collecting expensive rare items, to regulating

the profession of each prospective husband and wife during the marriage. The United States of America is a

common law country with jurisprudence as its source of law. In addition to the general provisions of the

federal government, different states have different regulations from one another. In relation to marriage
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agreements, the majority of states adopt the provisions of the Uniform Premarital Agreement Act (UPAA)

so that these regulations apply in line with the provisions of each state. The United States is interesting for

comparison. The problems raised in this study are about how to regulate marriage agreements in Indonesia

and the United States and the consequences of marriage agreement law which not only regulates assets but is

based on the principle of freedom of contract both in Indonesia and in the United States. To answer this

problem, a legal research method is used that is juridical-normative, which refers to the legal norms

contained in the laws and regulations as well as norms that apply and bind the community. The result of the

analysis is that the making of a marriage agreement that does not involve the husband or wife's property is

generally possible based on the principle of freedom of contract. However, even though the contents of the

agreement can be exempted, the agreement must still comply with the provisions of law, religion, propriety,

morals and public order.


